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BAB II


TINJAUAN PUSTAKA

2.1 
Akuntansi Pertanggungjawaban

Akuntansi pertanggungjawaban merupakan salah satu sistem yang harus diterapkan pada suatu perusahaan, agar perusahaan tersebut lebih terkendali dan dapat berjalan dengan baik. Dengan diterapkannya sistem akuntansi pertanggungjawaban, akan diperoleh informasi akuntansi pertanggungjawaban yang merupakan salah satu informasi yang berguna memantau sampai seberapa jauh setiap manajer melaksanakan rencananya. Informasi tersebut dapat menjadi dasar untuk menganalisis kinerja manajer dan sekaligus untuk memotivasi para manajer dalam melaksanakan anggaran mereka.

2.1.1    Pengertian Akuntansi Pertanggungjawaban


Terdapat beberapa pengertian mengenai akuntansi pertanggungjawaban, antara lain yang dikemukakan oleh Mulyadi bahwa:

     “Akuntansi pertanggungjawaban adalah suatu sistem akuntansi yang disusun sedemikian rupa sehingga pengumpulan dan pelaporan biaya dan pendapatan dilakukan sesuai dengan pusat pertanggungjawaban dalam organisasi, dengan tujuan agar dapat ditunjuk orang atau kelompok yang bertanggung jawab atas penyimpangan biaya dan pendapatan yang dianggarkan.”

(2001:193)
Menurut L.M Samryn pengertian akuntansi pertanggungjawaban adalah : 
     “ Akuntansi pertanggungjawaban merupakan sistem akuntansi yang digunakan untuk mengukur berbagai hasil yang dicapai oleh setiap pusat pertanggungjawaban sesuai dengan informasi yang dibutuhkan manajer untuk mengoperasikan pusat pertanggungjawaban mereka sebagai bagian dari sisitem pengendalian manajeman.”

(2001:258)
Sedangkan menurut Henry pengertiannya adalah :

“Akuntansi pertanggungjawaban adalah bentuk akuntansi khusus yang dipakai untuk mengevaluasi kinerja keuangan segmen bisnis. Pada intinya, akuntansi pertanggungjawaban mensyaratkan setiap manajer untuk berpartisipasi dalam penyusunan rencana-rencana financial segmennya dan menyediakan laporan kinerja tepat waktu untuk membandingkan hasil aktual dengan yang direncanakan.”
(1999:253)

Berdasarkan berbagai pengertian yang telah diuraikan sebelumnya, dapat diartikan bahwa akuntansi pertanggungjawaban adalah sistem akuntansi yang disusun untuk mengukur dan melaporkan kinerja aktual setiap pusat pertanggungjawaban yang kemudian dibandingkan dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk kemudian dinilai penyimpangan yang terjadi dari apa yang telah direncanakan sebelumnya. Informasi yang terkandung dalam sistem akuntansi pertanggungjawaban ini dapat menunjuk siapa yang bertanggungjawab terhadap suatu penyimpangan.
2.1.2 
Tujuan Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban

Akuntansi pertanggungjawaban tentu saja memiliki tujuan bagi organisasi  yang menerapkannya. Tujuan dari penerapan akuntansi pertanggungjawaban  berperan  penting bagi kemajuan suatu organisasi. Menurut Henry tujuan dari sistem akuntansi pertanggungjawaban adalah :

“Sistem akuntansi pertanggungjawaban dipakai untuk menghimpun informasi kinerja berdasarkan segmen dan melaporkan hasil-hasil dari manajer-manajer yang bertanggung jawab, sehingga dapat disesuaikan supaya memenuhi kebutuhan-kebutuhan spesifik dan kondisi operasi perusahaan sehingga pelaporan kinerja semua pos finansial yang dipertimbangkan bisa tercapai oleh pusat-pusat pertanggungjawaban (yakni segmen bisnis) di dalam organisasi.”
(1999:253)


Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari penerapan akuntansi pertanggungjawaban adalah :
1.
Untuk mengukur kinerja setiap pusat pertanggungjawaban sesuai dengan informasi yang dibutuhkan para manajer untuk mengoperasikan pusat pertanggungjawaban mereka.

2.
Agar dapat ditunjuk orang maupun kelompok orang yang bertanggungjawab jika terjadi penyimpangan biaya dan pendapatan yang telah dianggarkan.

3. 
Untuk mengukur dan membandingkan realisasi kinerja aktual dengan rencana (anggaran) yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dapat disimpulkan bahwa tujuan dari penerapan akuntansi pertanggungjawaban secara umum adalah sebagai alat untuk mengendalikan perusahaan dengan cara membandingkan informasi akuntansi pertanggungjawaban yang tersedia.
2.1.3
Tahap-Tahap Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban

Ada beberapa tahap yang dapat dilakukan dalam menerapkan akuntansi pertanggungjawaban dalam suatu perusahaan. Sebelum merumuskan apa saja tahapannya, harus diketahui terlebih dahulu bagaimana karakteristik dari akuntansi pertanggungjawaban tersebut.
Menurut Mulyadi sistem akuntansi pertanggungjawaban memiliki empat karakteristik sebagai berikut:

“1.   Adanya identifikasi pusat pertanggungjawaban
     2. Standar ditetapkan sebagai tolak ukur kinerja manajer yang bertanggung jawab atas  pusat pertanggungjawaban tertentu.
  3.  Kinerja manajer diukur dengan membandingkan realisasi dengan  anggaran.
  4.   Manajer  secara   individual   diberi   penghargaan   atau   hukuman   berdasarkan kebijakan manajemen yang lebih tinggi."
(2001:191)
Dari penjelasan tersebut di atas, dapat dirumuskan  tahap-tahap dalam penerapan akuntansi pertanggungjawaban, yaitu :
1.         Penetapan daerah pertanggungjawaban


Sistem akuntansi pertanggungjawaban mengidentifikasi pusat pertanggungjawaban sebagai unit organisasi. Apa pun satuan pusat pertanggungjawaban yang dibentuk, sistem akuntansi pertanggungjawaban membebankan tanggung jawab kepada individu yang diberi wewenang.

2. 
Penetapan anggaran 

Sistem akuntansi pertanggungjawaban menghendaki ditetapkannya biaya standar sebagai dasar untuk menyusun anggaran. Anggaran berisi biaya standar yang diperlukan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan . Biaya standar dan anggaran merupakan ukuran kinerja manajer pusat pertanggungjawaban dalam mewujudkan sasaran yang ditetapkan dalam anggaran.
3.
 Pengukuran kinerja manajer dengan membandingkan realisasi dengan anggaran.

Pelaksanaan anggaran merupakan penggunaan sumber daya oleh manajer pusat pertanggungjawaban dalam mewujudkan sasaran yang ditetapkan dalam anggaran. Penggunaan sumber daya ini diukur dengan informasi akuntansi pertanggungjawaban, yang mencerminkan ukuran kinerja manajer pusat pertanggungjawaban dalam mencapai sasaran anggaran.

4. 
Adanya penghargaan atau hukuman yang diberikan kepada manajer secara individu.

Evaluasi terhadap biaya yang direalisasikan dari biaya yang dianggarkan, dapat menjadi dasar untuk memberi penghargaan atau hukuman terhadap manajer secara individu menurut sistem yang ditetapkan.

Suatu organisasi dianggap sudah menerapkan akuntansi pertanggungjawaban jika melalui tahap-tahap yang telah disebutkan di atas. Seluruh tahap tersebut memiliki keterkaitan satu sama lain. Jadi dalam penerapan akuntansi pertanggungjawaban, setiap tahap harus dilaksanakan sesuai prosedur guna mendukung tahap lain yang harus dilaksanakan.

2.1.4
Syarat-Syarat Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban

Ada beberapa syarat yang biasanya harus diterapkan dalam akuntansi pertanggungjawaban Agar pelaksanaan pengelolaan berdasarkan tujuan dengan penggunaan sistem akuntansi pertanggungjawaban efektif,  menurut Mulyadi ada lima kondisi yang diperlukan, yaitu :
“1.
Dalam penetapan sasaran pusat pertanggungjawaban, manajemen puncak harus menentukan arah menyeluruh yang akan dituju oleh perusahaan, sehingga dapat dipakai sebagai dasar oleh manajemen bawah untuk menetapkan sasaran pusat pertanggungjawaban masing-masing.
2.  Dalam penetapan bersama sasaran kinerja dan tindakan setiap pusat pertanggungjawaban, manajemen puncak dan manajemen pusat pertanggungjawaban harus semaksimum mungkin menyerasikan sasaran organisasi dengan kebutuhan individu dan aspirasi karier kelompok kerja.

3.  Motivasi orang akan meningkat jika orang yakin dengan pencapaian sasaran perusahaan, sekaligus akan tercapai kepuasan kebutuhan mereka.

4.
Jika orang merasakan bahwa sasaran organisasi cocok dengan sasaran mereka, mereka akan melakukan internalisasi sasaran perusahaan sebagai sasaran mereka secara individual, sehingga terjadi keserasian antara sasaran organisasi dengan sasaran individu.”
(2001:182)

Berdasarkan uraian di atas,manajer pusat pertanggungjawaban memegang peranan yang sangat penting. Manajer pusat pertanggungjawaban akan berhasil dalam menjadikan sasaran perusahaan diterima oleh bawahannya, jika mereka mendidik anggota kelompok yang memiliki pengaruh mengenai kesesuaian operasi mereka dan kerangka sasaran perusahaan secara keseluruhan.  

2.2         Struktur organisasi

  Suatu organisasi tentu saja memerlukan struktur organsisasi dalam pembagian tugas dan tanggung jawab. Menurut Supriyono “Organisasi adalah sekumpulan orang-orang yang bekerja sama untuk mencapai satu atau beberapa tujuan.”(2000:4). Dengan demikian di dalam suatu organisasi terdapat sekelompok orang yang melakukan kegiatan bersama-sama dengan tujuan untuk mencapai suatu tujuan tertentu baik untuk dirinya sendiri maupun untuk tujuan organisasi secara keseluruhan. Organisasi yang semakin luas dan kompleks memerlukan desentralisasi untuk dapat melimpahkan wewenang dan tanggung jawab kepada manajemen yang lebih rendah. Menurut Hansen dan Mowen bahwa "Desentralisasi berarti  pendelegasian wewenang pengambilan keputusan kepada jenjang yang lebih rendah." (2000:64), Sedangkan menurut R.A. Supriyono bahwa "Desentralisasi berarti pendelegasian wewenang pembuatan keputusan pada tingkatan manajemen yang lebih rendah." (2000:326).    
   Dengan   adanya    desentralisasi    ini    manajemen    puncak    dapat    lebih berkonsentrasi pada keputusan-keputusan strategis tanpa harus memikirkan keputusan operasional sehari-hari.  Dengan adanya desentralisasi ini pula keputusan yang diambil oleh manajer pusat pertanggungjawaban sesuai dengan kebutuhan dari pusat pertanggungjawaban tersebut karena ia mengetahui dengan jelas apa yang menjadi kebutuhan dan kelebihan dari pusat pertanggungjawaban yang dipimpinnya.
2.2.1
 Pengertian Struktur Organisasi

Untuk dapat mencapai desentralisasi ini, organisasi memerlukan    struktur
organisasi. Di dalam struktur organisasi dapat diketahui tingkatan manajemen mulai dari tingkat atas sampai tingkat yang lebih rendah. Supriyono mengartikan “Struktur organisasi adalah susunan sistem hubungan antar posisi-posisi kepemimpinan yang ada dalam suatu organisasi.”(2000:200).  Dalam struktur organisasi ditetapkan ruang lingkup wewenang, individu hanya mempertanggungjawabkan apa yang menjadi wewenangnya dan   mengetahui kepada siapa ia harus bertanggung jawab. Struktur organisasi akan nampak lebih tegas apabila dituangkan dalam bagan organisasi.
2.2.2  Tujuan Struktur Organisasi


Struktur organisasi yang disusun oleh suatu perusahaan tentu saja berperan dalam pelaksanaan operasional perusahaan tersebut terlebih untuk memudahkan pemisahan tugas dan tanggungjawab para pelaksananya. Menurut Supriyono struktur organisasi adalah “Hasil dari pertimbangan dan kesadaran tentang pentingnya perencanaan atas penentuan kekuasaan, tanggungjawab, dan spesialisasi setiap anggota organisasi.”(2000:200). 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari struktur organisasi adalah penentuan kekuasaan, tanggungjawab dan spesialisasi setiap anggota organisasi agar jalannya organisasi tersebut lebih terarah dan terkendalikan.

2.2.3  Jenis-jenis Struktur Organisasi
Menurut Supriyono struktur organisasi  dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori umum yaitu: 
“1. Struktur organisasi fungsional

  2. Struktur organisasi divisional

  3. Struktur organisasi Matriks”
(2000:201-206)


Berikut diuraikan penjelasan dari ketiga jenis struktur tersebut diatas :
1. 
Struktur organisasi fungsional adalah struktur organisasi yang disusun berdasar fungsi-fungsi pokok organisasi dalam rangka mencapai tujuannya. Dalam organisasi fungsional, setiap manajer bertanggungjawab terhadap salah satu dari berbagai fungsi yang ada dalam organisasi.
2.
Struktur organisasi divisional adalah struktur organisasi yang disusun berdasar divisi-divisi (unitbisnis-unitbisnis) yang dibentuk dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Dalam organisasi divisional, manajer divisi dapat mengembangkan strategi bisnisnya masing-masing. 
3.
Struktur organisasi matrik adalah struktur organisasi yang disusun berdasar dua tanggungjawab penting untuk mencapai tujuan organisasi yaitu: (1) unit-unit fungsional yang bertanggungjawab terhadap kegiatan fungsi, (2) unit-unit proyek yang bertanggungjawab terhadap aktivitas proyek.”
2.3 
Pusat Pertanggungjawaban

Suatu organisasi biasanya terbagi menjadi unit-unit tertentu, yang memiliki tugas dan tanggung jawab berbeda dalam mencapai tujuan organisasinya. Pembagian unit-unit yang dipmpin oleh seseorang yang bertanggung jawab terhadap unit yang dipimpinnya sangat diperlukan dalam mendukung tercapainya tujuan suatu organisasi.

2.3.1
Pengertian Pusat Pertanggungjawaban
Menurut Hansen dan Mowen  “Pusat pertanggungjawaban merupakan suatu segmen bisnis yang manajernya bertanggungjawab terhadap pengeturan kegiatan – kegiatan tertentu. “   (2000: 62) . Menurut Mulyadi “ Pusat Pertanggungjawaban merupakan suatu unit organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggungjawab. “ (2001:422). 
Dari pengertian pusat pertanggungjawaban yang telah diuraikan, dapat diartikan bahwa pusat pertanggungjawaban adalah suatu unit organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab terhadap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh pusat pertanggungjawaban. Dengan demikian dalam penetapan pusat pertanggungjawaban sangat erat dengan penetapan manajer dari pusat pertanggungjawaban tersebut. 
Menurut Mulyadi berdasarkan karakteristik masukan dan keluarannya dan hubungan di antara keduanya, pusat pertanggungjawaban dapat dibagi menjadi empat macam :

“1.    Pusat pendapatan

  2.    Pusat biaya

  3.    Pusat laba

  4.    Pusat investasi.”

(2001:425)
2.3.2
Pusat Biaya


Menurut Mulyadi,  “Pusat biaya adalah pusat pertanggungjawaban yang manajernya diukur prestasinya atas dasar biayanya (nilai masukannya)”,(2001:426).
Menurut Hansen dan Mowen , “Pusat biaya adalah suatu pusat pertanggungjawaban yang manajernya bertanggungjawab penuh hanya terhadap biaya”,(2000:63). Menurut Mulyadi berdasarkan karakteristik hubungan antara masukan dengan keluarannya, pusat biaya dibagi lebih lanjut menjadi :

“1.
Pusat biaya teknik (engineered expense center) adalah pusat pertanggungjawaban yang sebagian besar masukannya mempunyai hubungan nyata dan erat dengan keluarannya.

  2.
Pusat biaya kebijakan (discretionary expennse center) adalah pusat pertanggungjawaban yang sebagian besar masukannya tidak mempunyai hubungan dengan keluarannya.”
(2001:426)

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa biaya teknik biasanya dinyatakan sebagai biaya standar, bila penetapan biaya standar telah ditetapkan dalam suatu pusat pertanggungjawaban, maka cara pengukuran besarnya keluaran dapat dihitung. Perhitungan tersebut nantinya dapat dibandingkan dengan biaya standar tadi. Sedangkan biaya kebijakan biasanya merupakan biaya yang ketetapan ketetapan pengukurannya sulit dilaksanakan dengan baik. Biasanya besar biaya tersebut hanya didasrkan atas pertimbangan penilaian yang dilakukan oleh manajemen saja, dimana cara perhitungannya mereka sesuaikan dengan keadaan atau situasi lingkungan mereka sendiri. 
2.3.2.1  Pusat Biaya Teknik


Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa pusat biaya teknik sebagian besar masukannya mempunyai hubungan nyata dan erat dengan keluarannya.
Menurut R.A Supriyono pusat beban teknik adalah :
 “Pusat beban yang sebagian besar biayanya adalah biaya teknis sehingga biaya yang harus terjadi dapat ditentukan di muka secara teliti (relatif dan tepat waktu) dalam ukuran biaya standar. Biaya teknis adalah biaya yang mempunyai hubungan fisik optimal (erat dan nyata) dengan keluarannya. “

(2000:336-337)
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa keluaran biaya teknis dapat ditentukan, dan terdapat hubungan yang erat dan nyata antara masukan dan keluarannya. Namun secara umum dapat dipastikan bahwa tidak ada satupun jenis-jenis pusat pertanggungjawaban dimana setiap jenis biaya dapat kita kelompokan ke dalam biaya teknis, karena apa yang disebut biaya teknis hanya dipakai untuk suatu pos yang mana unsur-unsur biayanya yang dapat terukur lebih dominan. Hal ini berarti bahwa tidak semua unsur biaya yang ada pada pos-pos tersebut dapat diperkirakan dengan baik dan akurat.
Manajer pusat biaya teknis bertanggungjawab atas efisiensi dan efektivitas pusat biaya yang dipimpinnya. Efisiensi pusat biaya teknis dinilai atas dasar hubungan antara masukan dengan keluarannya. Alat penilai efisiensi pusat biaya teknis adalah biaya standar. Biaya yang sesungguhnya terjadi pada pusat biaya ini dibandingkan dengan biaya standarnya, kemudian dihitung dan dianalisis penyimpangan biaya yang terjadi. Efektivitas pusat biaya teknis dinilai atas dasar kemampuan pusat biaya tersebut dalam mencapai volume produksi yang diharapkan pada tingkat kualitas dan waktu tertentu. Contoh pusat biaya teknik adalah departemen produksi.
2.3.2.2  Pusat Biaya Kebijakan

Pusat biaya kebijakan merupakan pusat pertanggungjawaban yang sebagian besar masukannya tidak mempunyai hubungan dengan keluarannya 
Menurut R.A Supriyono bahwa :

“Pusat beban kebijakan adalah pusat beban yang sebagian besar biayanya adalah biaya kebijakan. Biaya kebijakan adalah biaya yang terjadinya dan variabilitasnya ditentukan berdasar kebijakan manajemen. Biaya kebijakan tidak mempunyai hubungan fisik secara optimal (erat dan nyata) denagn keluarannya.”

(2000:337)
Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa keluaran pusat biaya kebijakan tidak dapat atau sulit diukur secara kuantitatif atau tidak mempunyai hubungan yang nyata dengan masukannya.

Pusat biaya kebijakan tidak dapat dinilai efisiensinya karena keluaran yang dihasilkan sulit diukur dan tidak dapat dibandingkan dengan masukannya. Efektivitas pusat biaya kebijakan dinilai berdasarkan kaitan antara keluaran yang dihasilkan dengan target yang telah ditetapkan.

Menurut R.A.Supriyono pengendalian pusat beban kebijakan mempunyai karakteristik khusus yang berbeda dengan pengendalian pusat beban teknis terutama dalam hal :

1.  “Penyusunan anggaran.

2.   Tipe pengendalian yang digunakan

3.    Pengukuran prestasi manajer

4.    Pemilihan manajer

5.    Pemeliharaan iklim organisasi

6.    Penentuan proposi biaya teknis.”

(2000:339)
Penjelasan dari kekenam karakteristik khusus tersebut adalah sebagai berikut :

1.   Penyusunan Anggaran 

dalam penyusunan anggaran pusat beban kebijakan dapat dimulai dari penentuan tugas rutin dan tugas khusus yang kemudian berdasarkan tugas-tugas tersebut ditentukan anggaran biaya untuk melaksanakan tugas tersebut.
2.   Tipe pengendalian

tujuan anggaran pusat beban kebiakan adalah untuk memungkinkana manajemen pusat kebijakan mengendalikan biaya dengan cara ikut berperan serta dalam perencanaan tugas-tugas dan anggaran biayanya. Biaya dikendalikan diantaranya dengan cara menyusun anggaran biaya yang jumlahnya harus sedekat mungkin dengan biaya sesunggunya.

3.   Pengukuran Prestasi 

Dalam pusat beban kebijakan, laporan prestasi tidak digunakan untuk menilai efisiensi pusat beban kebijakan. Anggaran pusat beban kebijakan merupakan kesanggupan manajernya untuk melaksanakan tugas yang direncanakan dengan biaya yang tidak boleh melebihi anggarannya tanpa persetujuan manajemen puncak terlabih dahulu.

4.   Pemilihan Manajer

Salah satu syarat penting agar dapat mengendalikan pusat beban kebijakan adalah pemilihan manajer yang baik untuk memimpin pusat beban tersebut. Manajer tersebut harus mempunyai kemampuan teknis yang diperlukan untuk mengendalikan tugastugas yang dilaksanakan dalam departemennya. Dan kemampuan pengelolaan yang diperlukan untuk mengatur pelaksanaan tugas-tugas ke arah pencapaian tujuan organisasi yang dipimpinnya.

5.   Pemeliharaan Iklim Organisasi

Iklim yang baik maksudnya adanya pengakuan penghargaan terhadap semua tugas yang dilaksanakan oleh para pelaksanan dan para pelaksanan harus memperhatikan biaya untuk melaksanakan tugasnya jangan sampai melampaui anggarannya.

6.   Penentuan Proporsi Biaya teknis

Perlu diperhatikan bahwa sbagian kecil dalam pusat beban kebijakan mungkin merupakan biaya teknis. Oleh karena itu, manajer pusat beban kebijakan harus menentukan proporsi biaya teknis dalam departemennya. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengidentifikasi tugas-tugas rutin karena sebagian biaya tugas-tugas rutin biasanya merupakan biaya teknis sehingga tugas ini dapat diidentifikasi masukan dan keluarannya dan dapat teknis pada departemennya, manajer pusat beban kebijakan dapat dengan baik mengendalikan sebagian biaya departemennya, meskipun jumlahnya relatif kecil.

Menurut R.A Supriyono terdapat beberapa jenis pusat beban kebijakan yang umumnya ada pada suatu organisasi yaitu :

“1. Pusat administrasi

  2. Pusat penelitian dan pengembangan

  3. Pusat pemasaran”
(2000:345)

penjelasan dari ketiga pusat beban kebijakan adalah sebagai berikut :

1.   Pusat Administrasi

Pusat administrasi dan umum berfungsi sebagai penentu strategi dan kebijakan, perencanan,pengarahan dan pengendalian kegiatan organisasi atau unit organisasi. Contohnya departemen keuangan, departemen personalia,departemen hukum,departemen hubungan masyarakat. Keluaran pusat administrasi umumnya berupa jasa dan nasihat yang bermanfaat bagi organisasi. Oleh karena itu, biaya yang terjadi dalam pusat administrasi tidak mempunyai hubungan yang erat dengan keluarannya sehingga pengendalian pusat biaya ini tidak dapat menggunakan biaya standar. Pengukuran prestasi manajer pusat administrasi biasanya menggunakan laporan bulanan yang membandingkan antara biaya sesungguhnya dengan anggarannya.

2.   Pusat Penelitian dan Pengembangan

Keluaran pusat penelitian dan pengembangan antara lain berupa produk baru, paten, proses baru. Meskipun keluarannya lebih berwujud, namun keluaran ini sulit diukur karena keluarannya tidak mempunyai hubungan yang nyata dengan masukannya. Keluarannya kemungkinan memerlukan waktu bertahuin-tahun. Nilai keluarannya sering kali sulit ditentukan. Prestasi manajer pusat penelitian dan pemngembangan diukur setiap bulan atau setiap kuartal melalui laporan bulanan atau kuartalan. Laporan tersebut menyajikan perbandingan antara biaya sesungguhnya dengan biaya yang dianggarkan menurut pusat pertanggungjawaban dan menurut proyek.

3.   Pusat Pemasaran

      Pusat pemasaran merupakan pusat pendapatan dan sekaligus pusat beban yang aktivitas-aktivitasnya mencakup aktivitas untuk memperoleh pesanan konsumen dan aktivitas untuk melayani konsumen. Sebagai pusat pendapatan, manajernya bertanggung jawab dan prestasinya diukur atas dasar pendapatan yang dicapai oleh pusat pertanggungjawaban yang dipimpinnya. Sebagai pusat beban, pusat pemasaran merupakan salah satu pusat beban kebijakan yang mempunyai karakteristik pengendalian yang berbeda dibandingkan dengan pusat beban Kebijakan lainnya. Dalam kegiatan untuk memperoleh pesanan, pengendalian terhadap kegiatan ini mempunyai karakteristik yaitu keluarannya dapat diukur ecara kuantitatif namun sulit diukur efektivitasnya karena kegiatan ini banyak pengaruhi oleh lingkungan luar. Untuk kegiatan melayani pesanan, sebagian biaya dari kegiatan ini merupakan biaya teknis dan sebagian lagi biaya kebijakan. Pengendalian biaya untuk biaya teknik sama dnegan pengendalian pusat beban  teknis, sedangkan pengendalian biaya kebijakan menggunakan cara yang sama dengan pengendalian pusat beban kebijakan yang sudah dibahas sebelumnya.

Pusat biaya kebijakan walaupun telah dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggungjawab, tetap saja ada biaya- biaya yang dikeluarkan namun tidak dapat dikendalikan dan dimintai pertanggungjawabannya kepada manajer tersebut. Untuk itu  dalam pusat biaya kebijakan terdapat pembagian biaya, yaitu biaya terkendali dan biaya tidak terkendali. Berikut adalah penjelasan kedua biaya tersebut :
 Biaya terkendali dan biaya tidak terkendali

Biaya yang terjadi dalam suatu pusat pertanggungjawaban tidak selalu sebagai akibat dari keputusan manajer pusat pertanggungjawaban yang bersangkutan. Dengan demikian dalam pengumpulan dan pelaporan biaya setiap pusat pertanggungjawaban, harus dipisahkan antara biaya-biaya yang terkendalikan dengan yang tidak terkendalikan.
Biaya terkendalikan menurut Mulyadi adalah “Biaya tersebut dapat dipengaruhi secara signifikan oleh manajer pusat pertanggungjawaban yang bersangkutan.”(2001:169).  Artinya biaya yang terkendalikan adalah biaya yang dialokasikan dalam suatu pusat pertanggungjawaban dimana biaya tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada manajer yang bersangkutan, karena biaya tersebut merupakan kendalinya.
Menurut Mulyadi bahwa,  

 “Biaya yang dialokasikan kepada suatu pusat pertanggungjawaban dengan dasar yang sembarang, tidak dapat dimintakan pertangggungjawaban kepada manajer pusat pertanggungjawaban yang bersangkutan, biaya tersebut merupakan biaya tidak terkendalikan bagi manajer tersebut"
(2001:169)
Dari pengertian yang diuraikan dapat disimpulkan bahwa biaya tidak terkendalikan merupakan biaya yang terjadi dalam suatu pusat pertanggungjawaban dimana biaya tersebut dialokasikan kepada pusat pertanggungjawaban tersebut dengan dasar yang sembarang sehingga manajer yang bersangkutan dengan pusat pertanggungjawaban tersebut tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas terjadinya biaya tersebut.
2.3.3
Pusat Pendapatan

Menurut Hansen dan Mowen, pengertian pusat pendapatan adalah “Pusat pendapatan adalah suatu pusat pertanggungjawaban yang manajernya bertanggungjawab hanya terhadap pendapatan”, (2000:63).
Menurut Mulyadi “Pusat pendapatan adalah pusat pertanggungjawaban yang manajernya diberi wewenang untuk mengendalikan pendapatan pusat pertanggungjawaban tersebut”,(2001:425).

Jadi pada dasarnya  pusat pendapatan hanya bertanggung jawab terhadap semua pendapatan (keluaran) yang terjadi pada suatu pusat pertanggungjawaban, tetapi tidak ada usaha formal untuk membandingkannya dengan biaya (masukannya).  Pusat pendapatan banyak kita temui pada organisasi pemasaran. Pada pusat pendapatan ukuran primernya adalah pendapatan, biaya yang terkandung disini hanyalah biaya-biaya yang berada dalam pengawasan langsung manajemen pusat pendapatan, maka pusat tersebut tidak dapat kita anggap sebagai pusat keuntungan karena biaya-biaya yang terlibat di sini belum merupakan biaya lengkap.
2.3.4
Pusat Laba

Menurut Hansen dan Mowen, “Pusat laba adalah suatu pusat pertanggungjawaban yang manajernya bertanggungjawab terhadap pendapatan maupun biaya”(2000:63). Sedangkan menurut Mulyadi “Pusat laba adalah pusat pertanggungjawaban yang manajernya diberi wewenang untuk mengendalikan pendapatan dan biaya pusat pertanggungjawaban tersebut.”(2001:439).

Dari pengertian pusat laba yang telah diuraikan tersebut dapat diartikan bahwa pusat laba adalah suatu unit organisasi, dimana manajernya harus mempertanggungjawabkan seluruh biaya dan pendapatan yang terjadi karena laba merupakan selisih antara pendapatan dan biaya. Jika dalam suatu pusat pertanggungjawaban, pengukuran prestasi keuangan didasarkan pada keuntungan yang dicapai maka ini disebut pusat laba.
2.3.5
Pusat Investasi

Menurut Hansen dan Mowen “Pusat Investasi adalah suatu pusat pertanggungjawaban yang manajernya bertanggungjawab terhadap pendapatan, biaya dan investasi”,(2000:63). Sedangkan menurut Mulyadi “Pusat investasi adalah pusat laba yang manajernya diukur prestasinya dengan menghubungkan laba yang diperoleh pusat pertanggungjawaban tersebut dengan investasi yang bersangkutan”,(2001:425).

Maksud dari pengertian di atas adalah seseorang yang bertanggungjawab dalam pusat investasi harus bertanggungjawab atas segala biaya, pendapatan dan investasi yang terjadi pada pusat pertanggungjawaban tersebut, dimana keberhasilan manajer diukur dengan membandingkan laba dengan investasi yang digunakan untuk memperoleh laba tersebut.

2.3.6
Laporan Pertanggungjawaban Biaya.
Akuntansi pertanggungjawaban merupakan suatu program  yang melibatkan semua  manajemen operasi dengan dibantu oleh divisi akuntansi, biaya atau anggaran yang menyediakan laporan dalam bentuk harian, mingguan atau bulanan. Pelaporan pertanggungjawaban mencakup fase pelaporan dalam akuntansi pertanggungjawaban. Bahkan umumnya istilah akuntansi pertanggungjawaban dan pelaporan pertanggungjawaban dianggap sama maknanya. Terjadi penyimpangan dilaporkan melalui laporan pertanggungjawaban yang antara lain memuat tentang jumlah anggaran, realisasi dan selisih antara anggaran dengan realisasinya. Laporan nertanggungjawaban umumnya disusun berdasarkan pusat pertanggungjawaban untuk periode tertentru.
Menurut Mulyadi “Laporan pertanggungjawaban biaya disajikan untuk memungkinkan setiap manajer melakukan pengelolaan biaya (cost management).”(2001:193). Hal tersebut  berarti berdasarkan perbandingan biaya yang direalisasikan dengan biaya yang dianggarkan yang dihubungkan dengan wewenang manajer atas biaya tersebut, para manajer memiliki dasar untuk memantau pelaksanaan anggaran mereka masing-masing.
Menurur Mulyadi penyusunan laporan pertanggungjawaban biaya disusun dengan dasar-dasar berikut ini :
1. Manajer terbawah yang diberi laporan ini adalah tingkat manajer bagian.

2. 
Manajer jenjang terbawah diberi laporan pertanggungjawaban biaya yang berisi rincian realisasi biaya dibandingan dengan anggaran biaya yang disusunnnya.

3. 
Manajer jenjang diatasnya diberikan laporan mengenai biaya pusat pertanggungjawaban sendiri dan ringkasan realisasi biaya yang dikeluarkan oleh manajer-manajer yang berada di bawah wewenangnya, yang disajikan dalam bentuk perbandingan dengan anggaran biaya yang disusun oleh masing-masing manajer yang bersangkutan.
4. Semakin ke atas, laporan pertanggungjawaban biaya dijadikan semakin ringkas.
(2001:194)


Berdasarkan uraian di atas, Laporan pertanggungjawaban biaya dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan tiap manajer berbagai jenjang organisasi. Manajer dari jenjang terbawah hingga jenjang teratas berperan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban biaya. Manajer jenjang terbawah diberikan laporan yang berisi rincian realisasi biaya dibandingkan dengan anggaran biaya yang telah disusunnya, Sedangkan manajer jenjang di atasnya diberi laporan mengenai biaya pusat pertanggungjawaban sendiri dan ringkasan realisasi biaya yang dikeluarkan oleh manajer-manajer yang berada di bawah wewenangnya.
2.4
Anggaran
Setiap perusahaan didirikan untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan ini akan  dapat dicapai jika perusahaan terlebih dahulu menyusun rencana bagaimana agar mencapai tujuan ini. Rencana yang dimaksud disebut anggaran. Anggaran  merupakan  rencana  yang  disusun  secara  sistematis  yang  didalamnya terdapat kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan perusahaan. Agar  anggaran   dapat  berfungsi   sebagai   alat  pengendalian,   proses penyusunan anggaran harus mampu menanamkan kesanggupan untuk melaksanakan anggaran dalam diri penyusunnya.

2.4.1
Pengertian anggaran
Menurut Supriyono pengertian anggaran adalah : “Anggaran adalah rencana sistematis dan terinci yang dinyatakan secara formal dalam ukuran kuantitatif, biasanya dalam satuan uang, dalam jangka waktu tertentu biasanya satu tahun.”(2001:5). Sedangkan menurut Mulyadi anggaran merupakan: "Suatu rencana kerja yang dinyatakan secara kuantitatif, yang diukur dalam satuan moneter standar dan satuan ukuran yang lain, yang mcncakup jangka waktu satu tahun." (2001:488). Dari pengertian yang telah diuraikan dapat disimpulkan bahwa anggaran merupakan suatu rencana manajemen yang dinyatakan dalam bentuk kuantitatif (angka), dimana pernyataan kuantitatif dalam anggaran diukur dalam satuan moneter standar dan satuan ukuran yang lain dan memiliki jangka waktu satu tahun.
2.4.2
Fungsi  dan Tujuan anggaran


Anggaran tentu saja memliki fungsi dan tujuan bagi organisasi yang menerapkannya. Anggaran biasanya digunakan untuk menentukan arah rencana kerja jangka pendek, yang disusun berdasarkan rencana kegiatan jangka panjang.

Menurut Mulyadi Fungsi anggaran adalah sebagai berikut :

     “1.     Anggaran merupakan hasil akhir proses penyususnan rencana kerja

       2.   Anggaran merupakan cetak biru aktivitas yang akan dilaksanakan perusahaan  di masa yang akan datang.

       3. Anggaran berfungsi sebagai alat komunikasi intern yang menghubungkan berbagai unit organisasi dalam perusahaan dan yang menghubungkan manajer bawah dengan manajer atas.

       4.  Anggaran berfungsi sebagai tolak ukur yang dipakai sebagai pembanding hasil operasi sesungguhnya.

       5.   Anggaran berfungsi sebagai alat pengendalian yang memungkinkan manajemen menunjuk bidang yang kuat dan lemah bagi perusahaan.

       6. Anggaran berfungsi sebagai alat untuk mempengaruhi dan memotivasi manajer dan karyawan agar senantiasa bertindak secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan organisasi”
(2001:502)


Berdasarkan uraian di atas secara umum fungsi dari penyusunan anggaran adalah alat komunikasi intern yang menghubungkan berbagai unit organisasi juga merupakan tolak ukur untuk kemudian dibandingkan dengan realisasinya sebagai salah satu alat pengendalian agar kinerja manajer semakin efektif dan efisien dalam mencapai tujuan organisasi.
Selain memiliki fungsi penyusunan anggaran tentu saja memiliki tujuan tersendiri.  Tujuan dari penyusunan Anggaran menurut Mulyadi adalah :
“Penyusunan Anggaran dimaksudkan untuk memberikan jaminan pencapaian cetak biru tentang program jangka panjang, yang mencakup pangsa pasar, produk dan teknologi produksi, kepegawaian, keuangan, citra perusahaan, sistem informasi manajemen, budaya perusahaan dengan biaya sesuai dengan yang direncanakan sebeumnya”,
(2001:489).
Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan anggaran adalah agar manajemen dapat mengarahkan jalannya perusahaan ke suatu kondisi tertentu, dengan pengorbanan sumber daya tertentu, sehingga jalannya perusahaan akan lebih terkendalikan. Tanpa anggaran, dalam jangka pendek perusahaan akan berjalan tanpa arah, dengan pengorbanan sumber daya yang tidak terkendali.

2.4.3  
Proses Penyusunan Anggaran 


Menurut Mulyadi proses penyusunan anggaran yang berhasil adalah :

 “Proses penyusunan anggaran yang berhasil adalah yang dapat menjadikan setiap manajer dalam organisasi perusahaan memiliki persersi yang jelas mengenai peran mereka masing-masing dalam mencapai sasaran anggaran.”
 (2001:493)

Maksud dari pernyataan di atas adalah persepsi yang jelas mengenai peran manajer dalam mencapai sasaran anggaran adalah sasaran anggaran diterima dengan jelas oleh manajer yang bertanggung jawab untuk mencapainya, dan manajer yang diberi peran untuk mencapai sasaran anggaran diberi alokasi sumber daya yang memadai.  Dengan persepsi yang jelas tentang sasaran anggaran yang harus dicapai dengan alokasi sumber daya yang memadai untuk mencapai sasaran tersebut, manajer akan berkomitmen, memiliki suatu kesanggupan untuk mencapai sasaran.


Anggaran merupakan rencana aktivitas yang akan menjadi pedoman untuk melaksanakan serangkaian aktivitas tertentu di masa yang akan datang. Sekali anggaran ditetapkan, pencapaian sasaran anggaran hanya dapat dilakukan melalui serangkaian aktivitas yang telah di tetapkan sebelumnya dalam anggaran. Oleh karena itu, proses penyusunan anggaran memerlukan berbagai tahap. Menurut Mulyadi, tahap penyusunan anggaran adalah sebagai berikut :
“a.   Penetapan sasaran oleh manajer atas.

  b. Pengajuan usulan aktivitas dan taksiran sumber daya yang diperlukan untuk melaksanaknan aktivitas tersebut oleh manajer bawah.

  c.  Review oleh manajer atas terhadap usulan anggaran yang diajukan oleh manajer bawah.

  d.  Persetujuan oleh manajer atas terhadap usulan anggaran yang diajukan oleh manajer bawah.”
(2001:494)


Berdasarkan uraian di atas, penyusunan anggaran dilakukan dengan beberapa tahapan, diawali dengan penentuan sasaran utama yang ditetapkan manajer atas, kemudian diadakan diskusi untuk membahas usulan sumber daya yang diperlukan manajer bawah untuk menjalankannya. Manajer atas melakuakan review atau peninjauan kembali terhadap efektivitas aktivitas yang diusulkan oleh manajer bawah untuk mencapai sasaran anggaran dan usulan jumlah sumber daya yang dipandang memadai untuk melaksanakan aktivitas tersebut.
2.4.4   Penyusunan         Anggaran        Berdasarkan        Karakteristik        Pusat Pertanggungjawaban
Dalam      akuntansi       pertanggungjawaban      terdapat      empat       pusat pertanggungjawaban yaitu pusat pendapatan, pusat laba, pusat investasi dan pusat biaya. Pada pusat pendapatan, anggaran telah dipersiapkan atau direncanakan terlebih dahulu, gunanya untuk mengukur transaksi-transaksi yang sudah dilakukan kemudian  dibandingkan  dengan  nilai  tertentu  yang  telah  kita  tetapkan sebelumnya dalam suatu anggaran.  Manajer pusat pendapatan diukur kinerjanya berdasarkan pendapatannya dan tidak dimintai pertanggungjawaban atas masukannya karena dia tidak dapat mempengaruhi masukan tersebut. 
Menurut Mulyadi “Pada pusat laba, manajernya diukur kinerjanya dari selisih antara pendapatan dengan biaya untuk memperoleh tersebut.”(2001:512). Sehingga dalam pusat laba, baik masukan maupun keluarannya diukur dalam satuan rupiah untuk mengukur laba, yang dipakai sebagai pengukur kinerja manajernya. Artinya anggaran yang disusun harus memperhatikan aspek biaya dan pendapatan.

 Pada pusat investasi, kinerja manajernya diukur atas dasar pendapatan, biaya dan sekaligus aktiva atau modal atau  investasi  pada  pusat pertanggungjawaban yang dipimpinnya. Hal ini berarti bahwa dalam penyusunan anggaran pusat investasi semakin kompleks aspek yang harus diperhitungkan yaitu biaya, pendapatan, aktiva, modal atau investasi.
Seperti telah dibahas sebelumnya bahwa untuk pusat biaya terdapat dua jenis itu pusat biaya teknik dan pusat biaya kebijakan. Pada pusat biaya teknik, kinerja manajemya diukur berdasarkan keluarannya dimana hal ini erat dengan masukannya. Dalam penyusunan anggaran di pusat biaya teknik dimulai dengan menentukan keluaran yang akan dihasilkan dalam jangka waktu dan mutu tertentu. Kemudian atas dasar keluaran tadi disusun anggaran biaya yang efisien untuk menghasilkan keluaran tersebut. Pada pusat biaya kebijakan, keluarannya tidak mempunyai hubungan yang erat dan nyata dcngan masukan atau biayanya dan tidak semua keluaran pusat biaya kebijakan dapat diukur secara kuantitatif Penyusunan anggaran pada pusat biaya kebijakan dimulai dan penentuan tugas-tugas yang akan dilaksanakan dalam tahun anggaran yang akan datang baik itu tugas rutin maupun tugas khusus. Kemudian atas tugas-tugas tersebut disusun anggaran biaya untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut.
Menurut Mulyadi,

“Karena tiap-tiap pusat pertanggungjawaban yang dibentuk dalam organisasi memiliki karakteristik yang berbeda satu sama lain, penyusunan anggaran yang tidak didasarkan pada karakteristik pengendalian masing-masing tipe pusat pertanggungjawaban akan menghasilkan tolak ukur kinerja yang tidak sesuai dengan karakteristik kegiatan pusat pertanggungjawaban yang diukur kinerjanya.”
(2001:512)
Dari uraian di atas dapat disimpulkan, karena karakteristik pusat pertanggungjawaban berbeda-beda, penyusunan anggaran harus didasarkan pada karakteristik pengendalian masing-masing tipe pusat pertanggungjawaban. Jika tidak didasarkan pada masing-masing karakteristik pusat pertanggungjawaban, akan mengakibatkan perilaku yang tidak semestinya pada manajer pusat pertanggungjawaban dalam melaksanakan anggarannya.
2.4.5 
Anggaran Sebagai Alat Pengukur Kinerja

Untuk mencapai sasaran anggaran, perlu dilakukan pemantauan secara terus-menerus terhadap kemajuan karyawan dalam mencapainya. Menurut Mulyadi  :

“Dalam tahap pengendalian dan evaluasi kinerja, kinerja sesungguhnya dibandingkan dengan standar yang tercantum dalam anggaran, untuk menunjukan bidang masalah dalam organisasi dan menyarankan tindakan pembetulan yang memadai bagi kinerja yang berada di bawah standar”.

(2001:510-511)


Jelas sekali bahwa anggaran berperan sangat penting untuk mengukur kinerja para pelaksananya. Kinerja yang sesungguhnya diharapkan tidak berada dibawah standar yang telah ditentukan dalam anggaran.  Namun Jika hal tersebut terjadi, perbandingan kinerja sesungguhnya dengan anggaran dapat menunjukan bidang masalah dalam organisasi dan menyarankan suatu perbaikan.


Menurut Mulyadi, kaitan antara proses penyusunan anggaran dengan kinerja seorang manajer adalah :

“Proses penyusunan anggaran yang baik, akan mengakibatkan setiap manajer menyadari perannya dalam pencapaian sasaran perusahaan, sehingga akan menimbulkan komitmen yang tinggi dalam diri manajer untuk berprestasi sesuai yang tercantum dalam anggaran”

(2001:514)


Maksud dari  pernyataan di atas adalah bahwa manajer harus bertanggungjawab terhadap perencanaan dan realisasi anggaran, baik itu dari perencanaan pendapatan maupun biaya dan menyajikan realisasi dari pendapatan dan biaya tersebut.

2.5
Efektivitas Kinerja Manajer

Efektivitas dan efisiensi merupakan dua hal yang sangat erat kaitannya dengan kegiatan perusahaan. Pengertian mengenai efisiensi dan efektivitas akan diuraikan berikut ini. Menurut Supriyono “Efisiensi adalah rasio keluaran terhadap masukan atau jumlah keluaran per unit masukan.” (2000:329). Ini berarti efisiensi merupakan perbandingan antara jumlah keluaran yang dihasilkan dari satu unit input yang kita pergunakan. Efisiensi dapat diukur dengan membandingkan antara realisasi dengan standar yang telah ditetapkan.

Menurut Supriyono “Efektivitas adalah hubungan antara keluaran pusat pertanggungjawaban dengan tujuannya.”(2000:330). Uraian tersebut menjelaskan bahwa efektivitas adalah hubungan antara besarnya kontribusi keluaran yang dihasilkan dengan terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut. Dapat kita ketahui bahwa efektivitas sangat erat kaitannya dengan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
2.5.1
Pengertian Kinerja Manajer

Menurut Mulyadi kinerja adalah “Perilaku manusia dalam melaksanakan peran yang mereka mainkan di dalam organisasi.”(2001:416). Sejauh mana peran yang seseorang lakukan dalam suatu organisasi menunjukan kualitas dari kinerja seseorang. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja manajer adalah sejauh mana perilaku seorang manajer dalam melaksanakan tanggungjawabnya dalam suatu organisasi.
Efektivitas yang dihubungkan dengan kinerja manajer, merupakan kinerja manajer yang dapat mencapai sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Efektif atau tidaknya kinerja manajer dapat dilihat dari bagaimana pencapaian target pusat nertanggungjawaban tersebut dan kebcrhasilan manajer dalam melaksanakan tugas-tugas yang telah ditentukan.
2.5.2
Tujuan dan Manfaat Penilaian Kinerja Manajer


Tujuan dari penilaian kinerja menurut Mulyadi adalah : 
“Untuk memotivasi karyawan dan mencapai sasaran organisasi dan dalam mematuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya, agar membuahkan tindakan dan hasil yang diinginkan.”
(2001:416).


Dari tujuan yang telah dikemukakan di atas, penilaian kinerja dimaksudkan untuk menekan perilaku yang tidak semestinya dan menegakan perilaku yang diharapkan. Selain memiliki tujuan yang penting, penilaian kinerja juga memiliki manfaat yang beragam. Manfaat dari  penilaian Kinerja menurut Mulyadi adalah:

”1.
Mengelola operasi organisasi secara efektik dan efisien melalui pemotivasian karyawan secara maksimum.

 2.
Membantu pengambilan keputusan yang bersangkutan dengan  karyawan, seperti: promosi, transfer, dan pemberhentian.

 3.
Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan dan untuk menyediakan kriteria seleksi dan evaluasi program pelatihan karyawan.

4.
Menyediakan umpan balik bagi karyawan mengenai bagaimana atasan mereka menilai kinarja mereka.

Menyediakan suatu dasar bagi distribusi penghargaan.”
(2001:416)

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa manfaat dari penilaian kinerja adalah suatu langkah yang dibuat oleh suatu organisasi untuk mengoptimalkan para karyawannya sebagai Sumber Daya Manusia agar dengan Sumber Daya lain yang ada dapat mewujudkan sasaran perusahaan.
2.5.3
Tahap penilaian Kinerja

Menurut Mulyadi penilaian kinerja dilaksanakan dalam dua tahap Utama yaitu sebagai benkut: 

“A. Tahap persiapan terdiri dari 3 tahap rinci yaitu:

1. Penentuan daerah pertanggungjawaban dan manajer yang bertanggung jawab.

2. Penetapan krileria yang dipakai untuk mengukur kinerja 

3. Pengukuran kinerja sesungguhnya. 

         B.  Tahap penilaian terdiri dari 3 tahap rinci yaitu:
1. Pembandingan kinerja sesungguhnya dengan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.
2. Penentuan penyebab timbulnya penyimpangan kinerja sesungguhnya   dari yang ditetapkan dalam standar.
3. Penegakan perilaku yang diinginkan dan tindakan yang digunakan untuk mencegah perilaku yang tidak diinginkan.”
(2001:420)


Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tahap-tahap penilaian kinerja diawali dengan penetapan daerah pertanggungjawaban dengan jelas beserta wewenangnya, selanjutnya ditetapkan kriteria yang dipakai untuk mengukut kinerja tersebut baru kemudian diukur kinerja yang sesungguhnya. Pada proses penilaian dibandingkan antara kinerja sesungguhnya dengan sasaran yang telah ditetapkan, sehingga dapat menentukan penyebab jika terjadi penyimpangan kinerja untuk ditindaklanjuti.  
2.5.4
Pengukuran Kinerja
Menurut Mulyadi dalam menetapkan kriteria kinerja manajer, berbagai faktor berikut ini perlu dipertimbangkan:
“1. Dapat diukur atau tidaknya kriteria.
  2.  Rentang waktu sumber daya dan biaya.
  3.  Bobot yang diperhitungkan atas kriteria.
  4. Tipe kriteria yang digunakan dan aspek perilaku yang ditimbulkan."
(2001:428)
 
Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa ternyata tidak semua kinerja dapat diukur secara kuantitatif., sebagai contoh pemanfaatan sumber daya manusia, kekompakan tim, merupakan ukuran kinerja yang bersifat jangka panjang dan sulit untuk diukur secara kuantitatif. Berbeda dengan ukuran kemampuan unit organisasi dalam menghasilkan laba yang dengan mudah dapat diukur secara kuantitatif. Begitupun sumber daya yang dikorbankan untuk mencapai sasaran tertentu seringkali memiliki rentang waktu jangka panjang untuk menghasilkan manfaat bagi suatu perusahaan. Setelah kriteria kinerja dlam menjalankan aktivitasnya langkah berikutnya adalah melakukan pengukuran hasil sesungguhnya bagian atau aktivitas yang menjadi daerah wewenang manajer tersebut. 
Menurut Mulyadi terdapat 3 macam ukuran yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja secara kuantitatif yaitu:
“1. Ukuran kriteria tunggal

  2. Ukuran kriteria beragam

  3. Ukuran kriteria gabungan”
(2001:434)

Berikut adalah penjelasan dari pernyataan di atas :

1. Ukuran kriteria tunggal adalah ukuran kinerja yang hanya menggunakan satu ukuran untuk menilai kinerja manajer.
2. Ukuran kriteria beragam adalah ukuran kinerja yang menggunakan berbagai macam ukuran untuk menilai kinerja manajer.
3. Ukuran kriteria gabungan adalah ukuran kinerja yang menggunakan  berbagai macam ukuran, memperhitungkan bobot masing-masing ukuran dan menghitung rata-ratanya sebagai ukuran menyeluruh kinerja manajer.
 Menurut Mulyadi,

 “Tanpa ada penentuan bobot resmi tiap aspek kinerja yang dinilai di dalam menilai kinerja menyeluruh manajer, akan mendorong manajer yang diukur kinejanya menggunakan pertimbangan dan persepsinya masing-masing di dalam memberikan bobot terhadap beragam kriteria yang digunakan untuk menilai kinerja”

(2001:435)

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pengukuran kinerja setiap organisasi memiliki standar yang berbeda, begitupun dengan kriteria penilaian kinerja.

2.5.5   Efektivitas Kinerja Manajer Pusat Biaya Kebijakan
Seperti telah diuraikan sebelumnya bahwa efektivitas merupakan seberapa jauh suatu sasaran atau tujuan dapat dicapai terutama oleh suatu pusat pertanggungjawaban. Pusat biaya merupakan suatu unit dalam organisasi yang kemudian disebut sebagai pusat pertanggungjawaban dimana manajemya bertanggung jawab terhadap biaya.
Telah diuraikan sebelumnya juga bahwa terdapat dua macam pusat biaya yaitu pusat biaya teknik dan pusat biaya kebijakan. Efisiensi pusat biaya teknik dinilai atas dasar hubungan antara keluaran dengan masukannya. Efektivitas pusat biaya teknik dinilai atas dasar kemampuan pusat biaya tersebut dalam mencapai volume produksi yang diharapkan pada tingkat kualitas dan waktu tertentu. Efisiensi pusat biaya kebijakan tidak dapat dinilai karena keluaran yang dihasilkan sulit diukur dan tidak dapat dibandingkan dengan masukannya. Efektivitas pusat biaya kebijakan dinilai berdasarkan kaitan antara keluaran yang dihasilkan dengan target yang telah ditetapkan.
Dengan demikian efektivitas kinerja manajer pusat biaya kebijakan merupakan seberapa jauh hasil yang dicapai manajer pusat biaya tersebut dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan perusahaan. Seberapa jauh sasaran yang berhasil dicapai dapat dilihat dari bagaimana target yang telah ditetapkan dapat dicapai dan tugas-tugasnya dapat diselesaikan dengan baik .
2.6   Peranan Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban dalam Menunjang Efektivitas Kinerja Manajer Pusat Biaya Kebijakan

Informasi akuntansi yang dipakai untuk menilai kinerja manajer pusat biaya efektif atau tidak adalah informasi biaya. Walaupun tidak semua biaya yang terjadi dalam pusat  biaya  tersebut  dapat  dikendalikan.   Menurut Mulyadi masalah  yang  timbul  dalam penggunaan biaya sebagai ukuran kinerja manajer pusat biaya adalah:
“a.  Masalah perilaku biaya

  b.  Masalah hubungan biaya dengan pusat biaya

  c.  Masalah jangka waktu

  d.  Masalah tanggungjawab ganda.”
(2001:436)
Penjelasan dari uraian di atas adalah sebagai berikut:
a.   Masalah perilaku biaya

      Dalam pengukuran kinerja manajer pusat biaya, biaya variabel maupun biaya tetap yang diperhitungkan sebagai ukuran kinerja harus berupa biaya terkendalikan oleh manajer pusat biaya tersebut. Biaya terkendalikan adalah biaya variabel dan biaya tetap yang dapat dipengaruhi secara signifikan oleh manajer dengan wewenang yang dimiiikinya.
2.  Masalah hubungan biaya dengan pusat biaya
Dalam hubungannya dengan pusat biaya, biaya dapat dibagi menjadi dua yaitu biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung adalah biaya yang manfaatnya hanya dinikmati oleh pusat biaya tertentu. Biaya tidak langsung merupakan biaya yang manfaatnya dinikmati oleh lebih dari satu pusat biaya. Biaya terkendalikan adalah biaya langsung dan biaya tidak langsung yang dapat dipengaruhi secara signifikan oleh manajer dengan wewenang yang dimiiikinya.
3.  Masalah jangka waktu
Semua biaya pada dasarnya dapat dikendalikan oleh manajer tertentu daiam organisasi perusahaan dalam jangka panjang. Perlu disadari bahwa terdapat beberapa biaya yang memiliki tingkat terkendalikan untuk jangka pendek maupun jangka panjang.
4.   Masalah tanggungjawab ganda
Jika suatu biaya di bawah wewenang lebih dari satu manajer pusat biaya, timbul masalah siapa yang mempertanggungjawabkan biaya tersebut. Biaya yang berada di bawah wewenang lebih dari satu manajer pusat biaya digunakan untuk mengukur kinerja masing-masing manajer pusat biaya yang terkait. Manajer pusat biaya penghasil jasa bertanggung jawab atas dihasilkannya jasa dengan biaya Yang minimum, sedangkan manajer pusat biaya pemakai bertanggung jawab meminimumkan penggunaan jasa pusat biaya penghasil jasa.
Informasi akuntansi pertanggungjawaban berguna untuk membantu proses perencanaan dan pengendalian aktivitas organisasi. Pengendalian dapat dilakukan dengan memberi peran kepada manajer untuk merencanakan biaya yang akan menjadi tanggung jawabnya. Para manajer kemudian harus melaporkan realisasi biaya berdasarkan pusat-pusat pertanggungjawaban yang dipimpinnya dalam bentuk laporan. Dalam laporannya tersebut manajer perlu untuk menyertakan anggaran untuk dibandingkan dengan realisasinya agar dapat diukur kinerja yang telah dilaksanakannya. Dari laporan ini pula dapat diketahui apakah kinerja manajer telah efektif atau tidak. Informasi akuntansi pertanggungjawaban mencerminkan skor yang dibuat oleh setiap manajer dalam menggunakan berbagai sumber daya untuk melaksanakan peran manajer dalam mencapai tujuan perusahaan. 

 Akhirnya dapat disimpulkan bahwa laporan pertanggungjawaban yang disusun oleh manajer-manajer pusat pertanggungjawaban merupakan alat bantu bagi manajemen untuk menilai prestasi manajer dan menilai apakah kinerja manajerya efektif sehingga dapat memberikan kontribusi dalam pencapaian tujuan perusahaan. Laporan pertanggungjawaban yang disusun oleh manajer pusat biaya berisi informasi manajemen mengenai biaya-biaya yang menjadi tanggung jawab manajer yang bersangkutan dan harus dikendalikan oleh manajer pusat biaya agar realisasinya sesuai dengan anggaran dan tidak melebihi anggarannya

